Menimbang :

Mengingat :

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pngelolaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun Anggaran 2018;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5265);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 289);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018
Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DAN



BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

ol

10.

11.

12.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Bupati adalah Bupati Pasuruan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Kabupaten Pasuruan.

Laporan Realisasi Anggaran adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional adalah ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Arus Kas adalah informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama
periode tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus
Kas.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;



d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 3.187.963.233.913,07
b. Belanja Rp 3.140.572.335.212,71
Surplus / (Defisit) Rp 47.390.898.700,36
c. Pembiayaan
1) Penerimaan Rp 139.907.151.978,84
2) Pengeluaran Rp 9.328.851.618,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 177.969.199.061,20
Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai

berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp70.513.356.638,62) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.258.476.590.551,69
2. Realisasi Rp 3.187.963.233.913,07

Selisih kurang (Rp 70.513.356.638,62)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp236.295.961.119,82)

dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.376.868.296.332,53
2. Realisasi Rp 3.140.572.335.212,71

Selisih kurang (Rp 236.295.961.119,82)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah
Rp165.782.604.481,20 dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 118.391.705.780,84)
2. Realisasi Rp 47.390.898.700,36

Selisih lebih Rp 165.782.604.481,20

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp38.450.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Angg. penerimaan pembiayaan stlh perubh. Rp 139.945.601.978,84

2. Realisasi Rp 139.907.151.978,84

Selisih kurang (Rp 38.450.000,00)




e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp12.225.044.580,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Angg. pengeluaran pembiayaan stlh perubh. Rp 21.553.896.198,00
2. Realisasi Rp 9.328.851.618,00

Selisih kurang (Rp 12.225.044.580,00)

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto  sejumlah
Rp12.186.594.580,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan netto stlh perubahan Rp 118.391.705.780,84
2. Realisasi Rp 130.578.300.360,84

Selisih lebih Rp 12.186.594.580,00
Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 139.945.601.978,84

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp (139.945.601.978,84)

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 178.007.649.061,20
(SILPA/SIKPA)

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp (38.450.000,00)
Sebelumnya

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 177.969.199.061,20

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember
Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp 3.967.400.849.056,20

b. Jumlah kewajiban Rp 21.618.909.495,97

c. Jumlah ekuitas Rp 3.945.781.939.560,23
Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d
per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :
a. Pendapatan-LO Rp 2.912.849.316.450,86

b. Beban Rp 2.732.007.715.737,73
Surplus/Defisit dari Operasi Rp 180.841.600.713,13
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp 690.599.469,04
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp 181.532.200.182,17
d. Pos Luar Biasa Rp 8.914.516.820,00
Surplus/Defisit — LO Rp 172.617.683.362,17
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :



a. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 Rp 141.712.999.540,58
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 494.805.932.423,36
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp 44'7.415.033.723,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Rp 9.328.851.618,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp 1.743.398.247,55)
f.  Saldo Kas Rp 178.031.648.375,39
g. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 2.884.000,00
h. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 86.695.781,00
i. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018 Rp 178.121.228.156,39
Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f
per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 3.664.899.053.588,97
b. Surplus/Defisit — LO Rp 172.617.683.362,17
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp 108.265.202.609,09
Akuntansi
d. Ekuitas Akhir Rp 3.945.781.939.560,23
Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran,;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan; dan

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional,

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;
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Lampiran VI
Lampiran VII

. Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XXI

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai
Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya; dan
Ikhtisar Laporan Keuangan
Daerah/Perusahaan Daerah.
Ikhtisar Laporan Keuangan Desa

dan

Badan Usaha Milik

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini

Pasuruan.

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Agustus 2019
BUPATI PASURUAN,

ttd.
M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR
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